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Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 02/DKP-1/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,

L a.

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran
2019, maka perlu untuk mengangkat Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Utara;

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini,
dipandang mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Utara Tahun Anggaran 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Lembaga
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738),

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

11.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan utara
Tahun Anggaran 2016 Nomor 05),

12.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang

.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018
Nomor 13);

Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.849/2018
tanggal 21 November 2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga
Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019;

Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.8/2019
tanggal 02 Januari 2019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna
Anggaran / Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun
Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019, yakni :

NO | NAMA/NIP/PANGKAT/GOL KETERANGAN

1 | Fredrik Sibulo, S.Pi Pejabat Pengadaan Kegiatan
NIP. 197212062000121004 Sekretariat dan Bidang
Penata Tk. I /11l d Pengelolaan Ruang Laut

2 | Muhammad Aradh, S. Pi Pejabat Pengadaan Kegiatan
NIP. 197203052009011001 Bidang Perikanan Budidaya, PDS
Penata /llic dan Pengawasan KP dan Bidang

Perikanan Tangkap




KEDUA

KETIGA

KELIMA

- Tugas Pokok dan Wewenang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

sebagaimana pada diktum kesatu adalah:

Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Menetapkan Dokumen Pengadaan;

Menetapkan Besaran Nominal Penawaran;

Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Menilai Kualifikasi Penyediaan Barang/Jasa melalui prakualifikasi/

pascakualifikasi;

6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

7. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa dan menyerahkan Dokumen asli
kepada PA/KPA;

8. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada
Pimpinan Institusi; dan

9. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

0 & 0N =

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun
Anggaran 2019 Kode Rekening 3.01.3.01.01.01.07.5.2.1.01.02;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki
kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Tanjung Selor
Pada Tanggal : 0% Januari 2019

NIP. 19640204 199403 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

y
2.
3.

Sekretaris Daerah ProvinsiKalimantan Utara.
Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.

Yang bersangkutan.



